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ABSTRAK 

ARTIKULASI DAN AGREGASI KEPENTINGAN DALAM KEBIJAKAN PUBLIK 
Studi Tentang Peran Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Padang 

Lawas dalam Penentuan Kebijakan Publik 

Nam a: Samson Fareddy Hasibuan, NPM: 111801087 

Terkait dengan artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat yang dilakukan partai 
politik maka di Kabupaten Padang Lawas, fenomena keberadaan Partai Persatuan Pembangunan 
(PPP) sejak terbentuknya Kabupaten Padang Lawas menjadi kajian menarik untuk dilihat peran 
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan 
kepentingan masyarakat Hal ini sangat mungkin dilakukan mengingat Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP) memiliki struktur organisasi sampai tingkat desa serta rnerniliki anggota 
legislatif sebanyak 3 (orang) dari 30 orang anggota DPRD di pemilu 2009 dan membentuk satu 
fraktsi PPP tersendiri. 

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana 
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Padang Lawas dalam melakukan artikulasi 
kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pola kebijakan pembangunan daerah dan 
untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 
Kabupaten Padang Lawas dalam melakukan agregrasi kepentingan masyarakat daerahnya. 
Teknik pengambilan informan menggunakan purposive sampling yaitu pengambilan sampel 
didasarkan pada pertimbangan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber 
data yang mantap dan mengetahui masalah secara mendalam jumlah informan sebanyak 12 

orang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai persatuan Pembangunan (PPP) 
Kabupaten Padang Lawas Utara dalam menjalankan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan 
telah dijalankan dengan baik Hal ini dilihat dari mekanisme pengaduan yang telah dilakukan, 
program-program yang dibutuhkan masyarakat terwakili dalam kebijakan partai melalui fraksi 
yang ada di DPRD, dan sedikitnya konflik yang berimbas pada kondisi internal partai dan di 
masyarakat Dalam rangka menyerap dan menampung aspirasi serta usulan yang disampaikan 
secara langsung oleh, maka telah dilaksanakan Pelaksanaan Reses Angggota DPRD Kabupaten 
Padang Lawas Utara di Kecamatan Sosa Dan Batang Lubu Sutam, dengan tujuan untuk 
mengunjungi serta menemui langsung masyarakat Pemilih sesuai dengan Dapem masing-masing. 
Reses merupakan bagian dari pada tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPRD Kabupaten 
Padang Lawas. Melalui Kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas yang dalam 
kesempatan periode I tahun 2012 ini dilaksanakan secara perorangan diharapkan akan dapat 
memaksimalkan jalannya fungsi pengawasan / control terhadap Kinerja dan Kebijakan 
Pemerintah Daerah / Eksekutif baik dalam pelaksanaan Program Pembangunan Sarana Fisik dan 
Non Fisik. Hubungan Artikulasi dan Agregasi kepentingan dalam Kebijakan Publik telah 
dilaksanakan baik oleh para pengurus partai, fraksi maupun di eksekutif. Hal ini dibuktikan 
dengan beberapa keputusan kebijakan, antara lain: Perda No. 1 tentang APBD Kabupaten Padang 
Lawas Utara Tahun 2012 dalam kegiatan Bantuan Stimulant, Perda No. 13 Tahun 2012 tentang 
Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik, Perda No. 1 Tahun 2012 tentang APBD 
Kabupaten Padang Lawas Utara dalam kegiatan Bantuan Stimulant Rehabilitasi Gedung SD /MI. 

Kata-kata kunci: Artikulasi dan Agregasi Kepentingan, Kebijakan Publik, Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP). 

11 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



KATA PENGANTAR 

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini 

sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada 

Program Pascasarjana Universitas Medan Area. 

Adapun judul Tesis ini adalah "Artikulasi Dan Agregasi Kepentingan Dalam 

Kebijakan Publik (Studi Tentang Peran Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 

Kabupaten Padang Lawas dalam Penentuan Kebijakan Publik)". Penulis menyadari 

bahwa dalam penulisan tesis ini masih dirasakan sekali banyak kekurangan dan 

kelemahan, mengingat keterbatasan penulis. Dalam penyelesaian tesis ini, banyak 

pihak yang telah membantu penulis baik secara Iangsung maupun tidak langsung, 

untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimak kasih kepada: 

1. Bapak Prof.Dr. A.H. M. Ya'kub Matondang MA, Rektor Universitas Medan Area 

2. lbu Prof.Dr.Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, Direktur Program Pascasarjana 

Universitas Medan Area. 

3. Bapak Dr. Warjio, MA, Ketua Program Studi MAP, Program Pascasarjana 

Universitas Medan Area sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah banyak 

memberikan masukan dan saran-saran dalam penulisan tesis ini. 

4. Bapak Drs. Kariono, MA, sebagai sebagai Pembimbing II, yang telah banyak 

memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian tesis ini. 

Ill 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



5. Bapak Pimpinan DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara, beserta seluruh staf 

Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara atas segala bantuan dan 

fasilitas yang diberikan. 

6. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar PPs Magister Administrasi Publik 

Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu serta kelancaran dalam 

proses penyusunan dan penyelesaian Tesis ini. 

7. Terimakasih pula semua fihak yang telah meberikan bantuan serta seluruh 

keluarga yang senantiasa memberi dorongan dan semangat serta do 'a demi 

keberhasilan dan kesuksesan penulis. 

Semoga amal sholeh mereka semua mendapat balasan yang berlimpat ganda dari 

Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. 

lV 

Medan, Mei 20 13 

Penulis 

Samson Fareddy Hasibuan 

--

UNIVERSITAS MEDAN AREA



DAFTARISI 

Halaman 
HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................................ i 
HALAMAN PENGESAHAN ··········

.
······································································· ii 

ABSTRAKSI .......................................................................................................... iii 
KA TA PENGANTAR ............................................................................................. iv 
DAFT AR ISi ........................................................................................................... vi 
DAFT AR TAB EL ................................................................................................... vii 

BAB I : PENDAHULUAN 

BAB II 

BAB Ill 

BAB IV 

1.1. Latar Belakang Masalah ..................... ......... . ....... . ....... . .. . ......... 1 

1.2. Perumusan Masalah ........ .. .. . ........... . . . . . . ............... ..... ... .............. 10 

1.3. Tujuan Penelitian ........ ...... . .. ..................................................... 10 

1.4. Manfaat Hasil Penelitian ........ ....... . ............... ............................. 10 

Tinjauan Pustaka 

2.1. Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah .... . ...... . .............. 12 

2.2. Peran Partai Politik Dalam Penentuan Kebijakan ............ 17 

2.3. Artikulasi dan Agregasi Kepentingan Partai Politik ...... . . 23 

METODE PENELITIAN 

3.1. Bentuk Penelitian . . ........... . . . .............................. . ..... ................. 28 

3.2. Lokasi Penelitian ..................................................................... 28 

3.3. Definisi Konsep ................................................................... .... 28 

3.4. Informan Penelitian ....... . ... . .............. . ..... .......... ........................ 29 

3.5. Teknik Pengumpulan Data . . ........ . ................... . ............ .......... . 30 

3.6. Teknik Analisis Data . . ........ . ........ ........... ......... . ......... . . . ........... 34 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1. Sejarah Kabupaten Padang Lawas Utara ..............•................................... 37 

4.2. Kondisi Geografis Daerah ...........•..................... .............•...................•........ 39 

4.3. Jumlah Penduduk ......................... ..... ...... . ......... ................................ .......... 40 

4.4. Potensi Daerah ....... ..................................................................................... 41 

4.5. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Sekretariat DPRD ....•................... 43 

4.5. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ..... ............ .................. ................... 45 

v 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



BAB V 

BAB VI 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1. Analisa dan Pembahasan ................................................................ .................... 50 

5.2. Artikulasi dan agregasi kepentingan dalam kebijakan publik ........ 52 
5.3. Hubungan artikulasi dan agregasi kepentingan Partai Persatuan 

Pembangunan (PPP) dalam Penentuan Kebijakan Pembangunan di 

Kabupaten Padang Lawas Utara ................................................................. 62 

5.4. Bentuk dan jenis Artikulasi dan Agregasi Kepentingan Partai 

Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Padang Lawas Utara 

........................................................................... .............................................................. 63 

S.S. Mekanisme-mekanisme Artikulasi dan Agregasi... .............................. 6 7 

5.6. Hasil-Hasil Kebijakan Di Kabupaten Padang Lawas Utara .............. 69 
57. Pelaksanaan Reses Angggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara ......... 71 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan . . ....... .... .... .................. .... ......... .. . ..... ... . .......... . ....... .  76 

6.2. Saran-saran .. . ........... ................. . ...... .............. ......... ................. 78 

DAFT AR PUST AKA............................................................................................ 80 

vi 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



1.1. Latar Belakang Penelitian 

BABI 

PENDAHULUAN 

Perjalanan kepartaian di Indonesia maka saat ini mengalami proses degradasi 

yang sangat luar biasa. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik 

disebabkan terbudayanya sengketa internal partai menjelang pemilihan legislatif 

maupun konflik perebutan kepengurusan suatu partai di Indonesia menjadikan citra 

negatif tentang partai politik semakin tinggi. Kondisi ini menyebabkan ruang dan' 

gerak partai terbatas hanya mencari konstituen (pemilih) sebesar-besamya untuk 

kepentingan faksi (kelompok) yang ada di masing-masing partai. Jika dilihat pada 

masa ORBA proses yang terjadi di dalam partai politik dengan adanya floating mass 

yang mengakibatkan ruang partisipasi publik tertutup. Kondisi ini tidak berubah di 

era sekarang dimana masyarakat menjadi penonton dari keseluruhan proses politik 

yang ada. Keterlibatan masyarakat hanya sebagai pelengkap dari kebijakan-kebijakan 

publik yang ada saat ini. Hal ini tidak terlepas dari tidak berfungsinya partai politik 

dalam melakukan pembelajaran politik dan partisipasi masyarakat. Partai politik 

kembali terjebak dalam upaya menjaga agar floating mass yang selama ini hanya 

dijadikan tambang suara tetap. Padahal menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2008 

tentang partai politik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 2 

Tahun 2011 pada pasal I disebutkan bahwa yang dimaksud dengan partai politik 

adalah : 
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" Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh 
sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan 
kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan 
politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang­
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" 

Dari pasal tersebut menunjukkan bahwa sebagai pilar demokrasi partai 

politik sangat dibutuhkan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui 

proses pemilu. Ketidakberfungsinya partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi 

tentu menjadi kondisi yang memprihatikan bagi perkembangan demokratisasi di 

Indonesia. Fungsi-fungsi partai yang seharusnya memberikan pendidikan politik 

kepada masyarakat temyata belurn secara optimal berjalan. Hal ini menyebabkan 

komunikasi politik antara partai politik dengan masyarakat menjadi tersumbat. 

Tersumbatnya komunikasi politik tersebut menyebabkan artikulasi kepentingan 

masyarakat menjadi berjalan sendiri tanpa diiringi apa yang dilakukan partai politik. 

Padahal dari sisi lain partai politik mempunyai berberapa peran penting yang 

meliputi: a) memberikan jembatan institusional antara warga dGngan pemerintah; b) 

mengolah dan menghasilkan kebijakan yang ditawarkan kepada masyarakat pemilih 

dan untuk dilaksanakan oleh partai pemenang; c) menjadi wadah bagi proses 

kaderisasi dan seleksi politik untuk mengisi jabatan publik; dan d) sebagai wadah 

konflik, yakni wadah untuk mengatur dan menyelesaikan konflik dalam masyarakat. 

Jika dilihat dari semua peran tersebut maka fungsi utama partai politik adalah 

mengatur hubungan antara rakyat dalam suatu sistem politik di suatu negara. 
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